BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 900/KEP.27-DINKES /2015
TENTANG

PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DANA KAPITASI

- JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang @ a. bahwa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah Kegiatan Bulan Januari sampai dengan Bulan
April Tahun 2014 terdapat sisa lebih perhitungan
anggaran,

b. bahwa pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara
tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kegiatan
Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2014;

lenos v

"Sngat . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
: Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851),
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Undang-Undang Nomor
Keuangan Negara (
Tahun 2003 Nom
Republik Indones;i

17 Tahun 2003 tentans
Lembaran Negara Republik Indonesia
or 47, Tambahan Lembaran Negara
a Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendgh?raan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undaqg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telgh
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun QOIfl tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);



Merletapkan

KESATU 3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH KEGIATAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN
BULAN APRIL TAHUN 2014.

Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah Kegiatan Bulan Januari
sampai dengan Bulan April Tahun 2014 sebesar Rp
§.285.230.017,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh
lima juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh belas rupiah).



’KEDUA : Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalah untuk pembayaran dukungan biaya

operasional pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan

Masyarakat dan jaringannya yaitu untuk:

a. obat, reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai; dan

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya,
meliputi:

1. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya.
Dana dapat dibelanjakan antara lain untuk biaya
makan-minum, jasa profesi narasumber, foto copy
bahan, service ringan alat kesehatan, dan biaya
perjalanan dinas;

2. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan
perorangan. Dana dapat dibelanjakan antara lain
untuk biaya perjalanan dinas, dan uang harian;

3. operasional untuk puskesmas keliling. Dana dapat
dibelanjakan antara lain untuk bahan bakar minyak,
penggantian oli, dan suku cadang kendaraan
puskesmas keliling;

4. bahan cetak atau alat tulis kantor;

5. administrasi keuangan dan sistem informasi. Dana
dapat dibelanjakan antara lain untuk Dbiaya
perjalanan dinas, uang harian, foto copy bahan,
belanja piranti keras dan piranti lunak dalam
mendukung implementasi sistem informasi jaminan
kesehatan nasional, biaya operasional sistem
informasi; dan/atau

6. pemeliharaan ringan bangunan puskesmas dan
jaringannya.

KETIGA - Alokasi sisa lebih perhitungan anggaran Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dituangkan dalam 1 (satu)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumedang

o pada.tanggal

Ny, ¥ Bupam SUMEDANG,‘¥.
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